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ABSTRAK 

Jurnali ini membahasi tentang hasil penelitiani hukumi terkait ipemidanaan ipelaku iperkelahian 
tandingi ditinjau dari Pasali 184i ayat (1) dan (5) Kitabi Undangi – Undangi iHukum iPidana 
(KUHP). Latari belakangi yang digunakan dalam penelitian i ini adalah kekaburani makna 
pada pengaturani perkelahiani tandingi di dalam iKUHP, khususnya dari iperkelahian itanding 
yang tidak melukaii tubuh pihak lawannyai dan ipercobaan. iPencabutan ipasal-pasali tentang 
penghinaani terhadap Presideni adalah wujudi perkembangani dari ihukum ipidana iIndonesia, 
namun pada sisi lain akan merusaki sistem di dalam iKitab iUndang-Undangi iHukum iPidana 
itu sendiri, karena pencabutani pasali penghinaani terhadap Presideni itu akan menunjukkan 
bahwa perbuatani penghinaani terhadap iPresiden bukan imerupakan suatu iperbuatan itindak 
pidana. Dalami pembahasani jurnali ini, permasalahani yang ada pada latari belakangi akan 
dibahasi dengan menggunakani metode pendekatani konseptuali dan perundang-undangan, 
yang didukung dengan penggunaani metodei juridisi ikomparatif. Hasil penelitiani ini 
menawarkani formulai dalam menangani kekaburani makna pada pasali perkelahiani itanding 
di iKUHP. 
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ABSTRACT 

This journali discussesi the results of legali researchi relatedi to the convictioni of the 
perpetratorsi of fightingi fightsi in terms of Articlei 184 paragraphi (1) and (5) of the iCriminal 
Codei (KUHP). The backgroundi used in this studyi is the vaguenessi of meaningi in the 
arrangementi of matchi fightsi in the iCriminal iCode, especiallyi from matchi fightsi that do not 
injurei the opponent'si bodyi and iexperiment. Revocationi of articlesi about insultingi the 
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Presidenti is a form of developmenti of Indonesiani icriminal ilaw, but on the other hand it will 
damagei the systemi in the iCriminal iCode itself, because the revocationi of the articlei of insult 
to the Presidenti will show that the act of insulting i the Presidenti is not a icriminal iact. In the 
discussioni of this ijournal, the problems that existi in the backgroundi will be discussedi using 
the conceptuali and legislativei approachi imethods, which are isupported by the use of a 
comparativei ijuridical imethod. The results of this study offer a formula for dealing with the 
vaguenessi of meaningi in the articlei on imatch ifighting in the iCriminal iCode. 

Keywords: iCriminalization, iMatch Fighting, iExperiments. 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimanai yang tercantum dalam Pasali i1 ayat (3) iUndang – iUndang iDasar iNRI 

1945 hasil amandemeni menegaskan bahwa Negarai Indonesiai adalah negara ihukum, 

konstitusii Indonesia telah menempatkan hukumi dalam posisii yang suprimei dan 

menentukan dalam sistem ketatanegaraan i iIndonesia. iKetentuan ikonstitusi tersebut berarti 

pula bahwa dalam praktiki ketatanegaraani iIndonesia seluruh iaspek ikehidupan 

diselenggarakan berdasarkani atas ihukum, dan ihukum harus menjadi ititik isentral semua 

aktifitasi kehidupan ibermasyarakat, iberbangsa, dan ibernegara.1 Hal ini diartikan bahwa 

Indonesia merupakan iNegara hukum yang imenjunjung tinggi ihak iasasi imanusia dan 

menjamin kedudukani yang sama didalam ihukum. 

Berbicara tentang hukum, pada iumumnya yang idimaksudkan adalah ikeseluruhan 

kumpulan iperaturan-peraturani atau ikaedah-kaedahi dalam suatu kehidupan bersama; 

keseluruhan peraturani tentang tingkah laku yang iberlaku dalam suatu ikehidupan ibersama, 

yang dapat dipaksakan ipelaksanaannya dengan suatu isanksi.2 Adapun tujuan ipokok 

ihukum adalah menciptakani tatanani masyarakati yang itertib, imenciptakan iketertiban, dan 

keseimbangan. Dengan tercapainya iketertiban di dalam imasyarakat diharapkan 

ikepentingan manusia akan iterlindungi.3 

                                                            
1 Yesmil Anwar & Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 156. 
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 40. 
3Ibid., h. 77. 



Hukumi Pidanai adalah keseluruhan dari iperaturan-peraturani yang menentukan 

perbuatani apa yang dilarang dan termasuk ke dalam itindak ipidana, serta menentukan 

hukumani apa yang dapat dijatuhkani terhadap yang melakukannya.4 

Saat ini pelaku kejahatani menjadi sumber imasalah dalam imelakukan ikejahatan. 

Pelakui kejahatani biasa disebut dengan ipenjahat, ikriminal, atau lebih iburuk lagi, isampah 

masyarakat, dan masih ibanyak lagi. Maka tidak imengherankan bila upaya ipenanganan 

kejahatani masih terfokusi hanya pada tindakan penghukuman i terhadap ipelaku. Dimana 

hukumani yang dimaksud yang yaitu merupakan i suatu sanksii pidanai yang berupa 

perampasani kemerdekaani sehingga diharapkan dapat memberikan efeki jera terhadap 

pelaku kejahatani tersebut yang dapat menyembuhkan i baik luka atau iderita ikorban maupun 

kelainan perilakui yang diidapi oleh pelaku ikejahatan. 

Mengingat dan mempertimbangkani bahwa di Indonesia, iKitab iUndang – iUndang 

Hukumi Pidanai (selanjutnya disingkat KUHP) merupakan hasil iterjemahan dari aturan 

hukum pidana iHindia iBelanda, yang hingga saat ini telah iterlalu jauh itertinggal oleh izaman. 

Patuti dicatat, pembaharuan ihukum ipidana selalu menimbulkan ipertentangan-pertentangan 

pendapati yang tidak hanya terjadi antara para ahli i hukumi saja melainkan juga 

melahirkan pertentangani di tengah masyarakat. iPertentangan yang terjadi tidak hanya 

mencakup persoalan ipembaharuan ihukum ipidana (penal reform) inasional yang berkaitan 

dengan aturan umum dan rumusan deliknya i namun juga mencakup ikebijakan ikriminal 

(criminal policy) yang merupakan persoalani yang tak kalah ipenting guna imencegah 

meluasnya iperkembangan/kecendrungani kejahatani (crime trend). 

Sampai sekarang masih banyak yang dapat dikatakan adanya ikekaburan inorma 

maupun ikekaburan makna karena iPemerintah Indonesia hanya imenterjemahkan dan 

mengkodifikasii tanpa menyaringi dan melihat isosial ibudaya yang ada pada iBangsa 

Indonesiai saat ini, sehingga di dalam iKUHP memungkinkan menemukan iproblematika 

hukum, khususnya ikekaburan inorma. Hal ini terjadi pula pada iDelik iPerkelahian iTanding 

yang terdapat pada iBuku iKedua – iKejahatan, Bab VI Tentang iPerkelahian iTanding, Pasal 

182 – 186, yang juga disini tidak memberikan i definisii tentang apa yang dimaksud 

                                                            
4 Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Bandung 2001 h. 84. 



“Perkelahiani iTanding”. Adapun menurut R. Soesiloi maka “berkelahi satu lawan satu” itu 

adalah perkelahiani dua orang dengan teratur, dengan itantangan lebih dahulu, sedangkan 

tempat, waktu, isenjata yang idipakai, siapa isaksi-saksinyai ditetapkan pula.Jika syarat - syarat 

tidak terpenuhi, perkelahiani tak masuk kualifikasii ‘duel’. Menurut R.Soesilo, Pasal 184 dan 

Pasal 185 KUHP mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perkelahian satu 

lawan satu, sedangkan Pasal 186 mengancam hukuman kepada para saksi duel yang berbuat 

kecurangan.5 

S.R Sianturi, dalam bukunya Tindaki Pidanai di KUHP, menyebutkan iPasal duel ini 

berasal dari kehidupan (negara-negara) Barat. Ia menulis bahwa dalam sejarahnya di Barat, 

duel tidak dipandang bertentangani dengan hukum, melainkan suatu suatu ipenyelesaian 

pertikaiani secara ‘jantan’ dan iterhormat. Namun dalam perkembangannya tidak dipandang 

sebagai penyelesaian terpuji, melainkan dipandang icenderung mengganggu ketertiban 

umum. Pun ada budaya ipenyelesaian isengketa/permasalahani yang bernama iCarok di 

Madura, dan dalam keseharian sering kita jumpai ada perkelahian i antar 

pelajar/mahasiswa/buruh atau siapapun. 

Sianturii memandang iPasal tentang duel masih perlu meskipun perlu ipenyesuaian 

dengan kebutuhan. Ada tigai dalil yang disampaikan iSianturi. iPertama, dalam kehidupan 

militer jika menantangi seorang atasan untuk duel tidak dilarang secara ihukum ipidana (yang 

notabenei tidak dimungkinkan untuk menyelesaikannya secara ihukum idisiplin), maka 

wibawa seorang atasan akan hancur, terlebih jika ia ia tidak mau menerima tantangan itu. 

Pasal 101 KUHP Militeri mengkualifikasii menantang seorang atasani untuk dueli sebagai 

kejahatan. Jika untuk menantangi saja sudah harus idilarang, maka untuk duel itu sendiri 

tentunya harus dilarang secara hukumi ipidana. Kedua, jika ada orangi asingi melakukan iduel 

di Indonesia, maka lebih tepat diterapkan Pasali duel ini ikarena isifatnya yang lebih iringan 

dibandingkan Pasal ipembunuhan atau ipenganiayaan. Ketiga, melihat perkembangan 

                                                            
5R. Sosilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi 

Pasal, Politeia, Bogor, 1991, h. 151-153. 



olahraga dewasa ini bukanlah suatu hal yang mustahil duel dijadikan sebagai cara untuk 

‘menyelesaikan’ suatu ipertikaian.6 

Oleh karena itu, wajar jika iVan ider iHoeven, seorang iGuru iBesar iHukum iPidana di 

Universitasi iLeiden, dengan nada kecewa menyatakan bahwa ahli-ahli ihukum ipidana tidak 

dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita 

memidana.7 

Dalami iBuku iKesatu – iBab iII iPidana, menggambarkan sistem ihukuman ipidana yang 

ada di Indonesia. Sistem ini dinilai masih sangat sederhana. Hanya disebutkan dalam Pasal 

10 yang berisi;“Pidanai iterdiri iatas: ipidana ipokok dan ipidana itambahan. Pidana pokok 

meliputi; ipidana imati, ipidana ipenjara, ikurungan dan idenda. Sedangkan pidana tambahan 

meliputi; ipencabutan hak-hak tertentu, iperampasan ibarang-barangi tertentu, dan 

pengumumani iputusan ihakim.”8 

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada 

prinsipnya tergantung pada sifat berat atau ringan tindakan pidananya.9 

Pada era moderni ini iberkembang suatu ilmu pengetahuan, di mana ikecenderungan 

masyarakati dalam imelihat segala igejala dalam masyarakat dinilai dengan ikacamata 

sosiologis, ipsikologis dan ifilosofis. Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan 

semacam ini, nampak juga pada ipersoalan ihukuman-hukumani ipidana. Yaitu kurang dilihat 

pada berat iringan iperbuatan-nya secara iobyektif, melainkan lebih dilihat pada asas 

kemanfaatan bagi si pelaku tindak pidana. 

Akibatnya, hukuman pidana tidak layak disamaratakan i pada semua orang yang 

melakukan itindak ipidana, melainkan harus iberaneka iragam sesuai itabiat masing-masing 

individu pelaku itindak ipidana. Dengan demikian, menurut aliran modern, sistem hukuman 

pidana harus tidak sesederhana seperti sekarang ini yang berlaku di Indonesia.10 

 

                                                            
6 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni Ahaem, Jakarta, 2016, h. 520 
7 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985, h. 19 
8Redaksi Bhafana Publishing, Op. Cit., h. 10-11 
9 Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989, h. 162 
10Ibid, h. 163 



2. Rumusan Masalah 

Berdasarkani uraian dari ilatar ibelakang tersebut diatas maka dapat ditariki irumusan 

masalahi sebagai berikut:   

Bagaimana iPemidanaan iPelaku iPerkelahian iTanding iDitinjau iDari iPasal i184 ayat i1 dan ayat 

5KUHP? 

3. Metode Penelitian  

Jenisi Penelitiani 

Jenisi penelitiani yang digunakan dalam penelitian ini adalah ipenelitian ihukum 
normatifi (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun idoktrin-doktrini hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi. Penelitian hukum normatifi dilakukan untuk mencari ipemecahan imasalah 
atas isui hukumi (legal issues) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan 
preskripsii mengenai apa yang seyogyanya i mengenai rumusan masalah yang idiajukan. 
Penelitian hukum normatifi hanya meneliti inorma ihukum yang ada, tanpa melihat 
praktiknya di lapangan (law in action). Menurut iPeter iMahmud iMarzuki, penelitian hukum 
adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 
maupun idoktrin-doktrini hukum guna menjawab iisu ihukum yang dihadapi.11 

Ada 2 (dua) ipendekatan yang digunakan dalam ipenelitian ini, yaitu ipendekatan 
undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual i (conseptual approach). Kitab 
Undang-Undang Hukumi Pidanai dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait 
dengan penyusunan kembali tindak pidana perkelahian tanding di dalam Undang-Undang. 
Pendekatani konseptuali dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrini yang berkembang mengenai tujuan ipemidanaan, ipemasyarakatan, itindak 
pidana perkelahiani tandingi dan isanksinya yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam 
membangun argumentasii untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui, menganalisisi dan memahami tentang pengaturan itindak ipidana iperkelahian 
tandingi di dalam KUHP dan ipemidanaan pelaku iperkelahian itanding ditinjau dari Pasal 184 
ayat 1 dan ayat 5. Sumberadan jenis bahani ihukumayang digunakan dalam penelitian 
iniaadalah jenis penelitiani hukumianormatifi (normativei legali iresearch). Maka bahan hukum 
yangadigukanakan adalah bahan hukumaiprimer, bahan hukum isekunder, dan bahan 
hukum itersier.  

a. Bahan hukumaiprimer, merupakan bahan hukum yangaibersifat iauotoritatif, artinya 
mempunyaii iotoritas.12 Bahan hukum iprimer terdiriadari iperaturan perundang-

                                                            
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h. 35. 

 
12Ibid,. h. 181. 



undangan yang berkaitan dengan masalahayang dibahas yaitu iKitab iUndang-Undang 
HukumiaiPidana 

b. BahanaHukum iSekunder, yangaterutamaaadalah buku iteks, karena buku iteks berisi 
mengenaiaiprinsip-prinsipi dasar iilmu ihukumadan pandangan-pandangan klasik para 
sarjana yang mempunyaiakualifikasii tinggi.13 Bahan hukum sekunderi yaitu bahan 
hukum yang berasal darialiteraturi atau dari pendapat para ahli. 

c. Bahan Hukum iTersier, yaitu bahan hukumayang memberikanapetunjuk bahan lain 
misalnyaaensiklopediai dan kamus bahasaaindonesia 

Prosesapengumpulani bahan hukum dilakukanadengan cara imelakukan istudi 
pustaka dengan membaca danamempelajariailiteratur-literaturiayang ada serta peraturan 
perundang-undangani yang adaasesuai dengan masalah yang akan dibahas. 
Kemudianamembuat klasifikasii yaitu imengumpulkan bahan-bahan ihukum itertulis dan 
pendapataipara iahli, kemudian dikelompokanaberdasarkan ijenis dan isifatnyaaselanjutnya 
dilakukanaanalisai guna mendapatkan suatuakesimpulanBagaimanai Pemidanaani iPelaku 
Perkelahiani iTanding iDitinjau iDari iPasal i184 ayat i1 dan ayat i5KUHP? 

 

PEMBAHASAN 

Bagaimana Pemidanaani Pelakui Perkelahiani Tandingi Ditinjau Dari Pasal 184 ayat 

1 dan ayat 5KUHP? 

Tindaki pidanai merupakan pengertian dasar dalam ihukum ipidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian iyuridis, lain halnya dengan istilah iperbuatan ijahat atau 

kejahatan. Secara iyuridis iformal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindarii dan barang siapa imelanggarnya maka akan dikenakan 

pidana. Jadi ilarangan-larangani dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh 

setiap warga iNegara.14 Pengertian tindaki pidanai yang dimuat di dalam iKitab iUndang-

Undangi iHukum iPidana (KUHP) oleh ipembentuk iundang- iundang sering disebut dengan 

strafbaarfeiti . Para pembentuki undang- undang tersebut tidak imemberikan ipenjelasan lebih 

lanjut mengenai strafbaarfeiti itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai 

strafbaarfeiti tersebut sering digunakan oleh ipakar ihukum ipidana dengan istilah tindak 

pidana, iperbuatan ipidana, iperistiwa ipidana, serta idelik. 

Kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori yang 

menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang 

ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban 

                                                            
13Ibid,. h. 182. 

14 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996, h. 7.  



penyelesaian yang memuaskan Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku 

manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya 

dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikani sebab imusabab ikejahatan, karena sampai saat 

ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil 

dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa 

kompleksnyai perilaku manusia ibaik iindividu maupun secara iberkelompok. 

Kejahatan adalah deliki hukumi (Rechtsi idelicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang 

meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai iperistiwa ipidana, tetapi 

dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan i dengan itata ihukum. Setiap orang yang 

melakukan kejahatan akan diberi sanksii pidanai yang telah diatur dalan iBuku iKesatu iKitab 

Undang-Undangi iHukum iPidana, yang dinyatakan didalamnya sebagai ikejahatan. 

Definisii kejahatan menurut iR.Soesiloi membedakan pengertian kejahatan menjadi 

dua suduti pandangi yakni sudut pandang secara yuridisi sudut pandang isosiologis. Dilihat 

dari sudut pandang iyuridis, menurut R.Soesilo,pengertian ikejahatan adalah suatu perbuatan 

tingkah laku yang bertentangani dengan iundang-undang. Dilihat dari isudut ipandang 

sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan 

si ipenderita, juga sangat merugikan imasyarakat yaitu berupa ihilangnya ikeseimbangan, 

ketentramani dan iketertiban.15 

Adapun mengenai kualifikasii urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah 

didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang 

disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan 

terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatifi (artinya dapat dijatuhkan 

ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam 

ketentuan iPasal i250 bis, i261 dan iPasal i275 iKUHP menjadi bersifat iimperatif atau ikeharusan. 

Menurut Tolibi Setiadyi perbedaan pidana pokok dan ipidana itambahan adalah 

sebagai berikut:16Pidanai tambahani hanya dapat ditambahkan kepada ipidana ipokok, kecuali 

dalam hal perampasani barng-barang tertentu terhadap ianak-anaki yang diserahkan kepada 

pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan 

pada tindakan). Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan 

eksekusii melainkan diberlakukan sejak hari iputusan ihakim dapat dijalankan. 

Di dalam negara Indonesia itindak ipidana yang diancam pidanai matii semakin 

banyak yaitu pelanggarani terhadap iPasal i104 iKUHP, iPasal i111 ayat (2) iKUHP, iPasal i124 

                                                            
15R. soesilo. Ibid., h.234 

16Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77 



ayat (3) iKUHP, iPasal i140 ayat (4) iKUHP, iPasal i340 iKUHP, iPasal i365 ayat (4) iKUHP, iPasal 

444i iKUHP, iPasal i479 ayat (2) iKUHP, dan iPasal i368 ayat (2) iKUHP, iPasal i2 ayat (2) iUU 

No.31i tahun 1999i yang telah diubah dan ditambah dengan iUU iNO’20i iTahun i2001 tentang 

pemberantasani tindak ipidana ikorupsi. 

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

20tentang Pemberantasani Tindaki Pidanai iTerorisme. Berdasarkan Pasal 15 ipidana imati juga 

bagi iperbuatan ijahat, percobaan atau pembantuan ikemudahan, sarana atau keterangan 

terjadinya tindak pidana terorismei di luar wilayah iIndonesia terhadap idelik tersebut di 

muka (Pasali i6, i9, i10, dan i14). 

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan 

setelah mendapatkan Fiati Eksekusii dari Presideni (Kepalai iNegara) berupa ipenolakan igrasi 

walaupun seandainya terpidanai tidak mengajukan ipermohonan igrasi. Dengan demikian 

pelaksanaan ipidana imati harus dengan iKeputusan Presideni sekalipun iterpidana menolak 

untuk memohon pengampunani atau igrasi dari iPresiden. iPidana imati ditunda jika iterpidana 

sakiti ijiwa atau iwanita yang sedang ihamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang Pokok iKekuasaan iKehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan 

dengan memperhatikan kemanusiaan. 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan 

secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-

konsekuensii positif bagi si iterpidana, ikorban juga orang lain dalam imasyarakat. Karena itu 

teori ini disebut juga iteori ikonsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 

jahat tetapi agar pelakui kejahatani tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan 

kejahatani serupa. 

Sifat pidanai kurungan pada dasarnya sama dengan ipidana ipenjara, keduanya 

merupakan jenis pidana iperampasan ikemerdekaan. Pidanai kurungani membatasi 

kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam 

sebuah lembaga ikemasyarakatan. Pidana kurungan jangka iwaktunya ilebih iringan 

dibandingkan dengan ipidana ipenjara, ini ditentukan oleh iPasal i69 ayat (1) iKUHP, bahwa 

berat ringannya pidanai ditentukan oleh iurutan-urutan dalam iPasal i10 iKUHP yang ternyata 

pidanai ikurungan imenempati iurutan iketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah 

sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan 

dalam Pasal 18 KUHP, bahwa:“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 

pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat 

ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih 

dari satu tahun empat bulan”. 



Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, 

mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 

dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang 

tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut 

P.A.F. Lamintang bahwa:17 

Pidanai dendai dapat dijumpai di dalam iBuku iI dan iBuku iII iKUHP yang telah 

diancamkan baik bagi ikejahatan-kejahatani maupun bagi ipelanggaran-pelanggaran. Pidana 

denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif 

dengan pidana penjara saja, atau ialternatif dengan kedua ipidana ipokok tersebut secara 

bersama-sama. 

Hal mana disebabkan karena ipembentuk iundang-undangi telah menghendaki agar 

pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang 

sifatnyai ringani saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul i oleh iorang ilain selama 

terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap iterpidana ipribadi, tidak ada larangan jika 

denda ini secara isukarela dibayar oleh orang atas nama iterpidana. 

Tujuan pemidanaan itu sendiri idiharapkandapat menjadi isarana iperlindungan 

masyarakat, irehabilitasi dan iresosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek 

psikologii untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang ibersangkutan.  Meskipun pidana 

merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia Lamintang menyatakan:18 

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang 

dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan 

barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan 

tetapi tidaklah harus.  

Sarjanai hukum iIndonesia membedakan istilah ihukuman dan ipidana yang dalam 

bahasa Belandai hanya dikenal dengan satu istilah untuk ikeduanya, yaitu istraf. Istilah 

hukuman adalah istilah umum untuk segala macam isanksi baik iperdata, iadministratif, 

disiplini dan ipidana. Sedangkan istilah pidana idiartikan isempit yang berkaitan dengan 

hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan 

pengenaani ipidana, tetapi merupakan iupaya irepresif yang kuat berupa itindakan-tindakan 

pengamanan. Pidanai perlu idijatuhkan kepada iterdakwa karena telah imelanggar ihukum 

(pidana). 

                                                            
17Lamintang, Op.Cit., h. 69. 
18Lamintang, op.cit., h. 23. 



Pidanai dipandang sebagai isuatu inestapa yang dikenakan kepada ipembuat karena 

melakukan isuatu idelik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi itujuan iterdekat. Inilah 

perbedaani antara ipidana dan tindakan karena itindakan dapat iberupa inestapa juga, tetapi 

bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki 

pembuat. Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha ipenaggulangan ikejahatan 

korporasii dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ipenanggulangan ikejahatan ikorporasi 

yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana 

hukumi pidanai dan ipenanggulangan ikejahatan ikorporasi melalui kebijakan inon ipenal 

dengan menggunakan sarana selain ihukum ipidana. 

Teori pembalasan mengatakan ibahwa ipidana tidaklah bertujuan untuk yang ipraktis, 

seperti imemperbaiki ipenjahat. Kejahatan itu isendirilah yang imengandung unsur-unsur 

untuk idijatuhkannya ipidana. Pidana secara imutlak ada, karena dilakukan isuatu ikejahatan. 

Tidaklahi perlu untuk imemikirkan manfaat menjatuhkan ipidana itu. Setiap kejahatan harus 

berakibatkan dijatuhkani ipidana kepada ipelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut 

teorii iabsolut. Pidana merupakan tuntutan imutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 

dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat i suatu ipidana ialah.19 

Menurut teori ini suatu kejahatan i tidak imutlak harus diikuti dengan suatu ipidana. 

Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu ikejahatan, tetapi harus dipersoalkani perlu dan 

manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat 

pada imasa ilampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada itujuan ilebih 

jauh daripada hanya imenjatuhkan ipidana saja. Teori ini juga idinamakan iteori itujuan. 

Tujuani ini ipertama-tama harus diarahkan kepda upaya agar dikemudian hari ikejahatan 

yang dilakukan itu tidak iterulang lagi (prevensi). 

Teori relatifi ini melihat bahwa ipenjatuhan ipidana bertujuan untuk memperbaiki si 

penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut 

Zevenbergeni ”terdapat tiga macam memperbaiki si ipenjahat, yaitu iperbaikan iyuridis, 

perbaikani iintelektual, dan iperbaikan imoral.”20 Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat 

dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat 

agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan 

si penjahat agar ia menjadi orang yang ibermoral itinggi. 

                                                            
19A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 31. 

20Wirjono Prodjodikoro, op.cit., h. 26. 

 



Vani iBemmelan pun menganut teori gabungan ia menyatakan: Pidana bertujuan 

membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. iTindakan bermaksud mengamankan 

dan memelihara tujuan. Jadi ipidana dan itindakan, keduanya ibertujuan mempersiapkan 

untuk mengembalikan iterpidana kedalam ikehidupan imasyarakat. 

Grotiusi mengembangkan iteori gabungan yang imenitik iberatkan keadilan imutlak yang 

diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi imasyarkat. Dasari tiap-tiap ipidana 

ialah penderitaani yang iberat sesuai dengan beratnya iperbuatan yang dilakukan oleh 

terpidana. Tetapi sampai batas mana iberatnya ipidana dan iberatnya iperbuatan yang 

dilakukan oleh iterpidana dapat idiukur, ditentukan oleh apa yang iberguna bagi imasyarakat. 

Teori yang dikemukakani oleh Grotiusi tersebut dilanjutkan oleh Rossii dan kemudian 

Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi 

maksud tiap-tiap pidanai melindungi itata ihukum. iPidana mengembalikan ihormat terhadap 

hukum dan.21 Teorii gabungan yang kedua yaitu imenitik iberatkan ipertahanan tata tertib 

masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya 

juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. 

Pidana bersifati pembalasan karena ia hanya idijatuhkan terhadap idelik-delik, yaitu 

perbuatani yang dilakukan secara isukarela, pembalasani adalah sifat suatu ipidana tetapi 

bukan tujuan. Tujuan ipidana ialah melindungi ikesejahtraan imasyarakat. Menurut iVos 

”pidanai berfungsi sebagai iprevensi iumum, bukan yang khusus kepada iterpidana, karena 

kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah 

berpengalaman.”22 Teori gabungani yang iketiga, yaitu yang imemandang ipembalasan dan 

pertahanani tata tertib imasyarakat. Menurut iE. Utrechti teori ini kurang dibahas oleh para 

sarjana.23 Menurut iSR. iSianturi, iDuel atau iperkelahian itanding atau perkelahian isatu ilawan 

satu sebagaimana dalam sejarah di Eropai sering terjadi, di dalam kehidupan bangsa 

Indonesia jaman dahulu kala memang itidak ipernah iterjadi. Namun sejak orang iBarat 

menjajah Indonesia maka di Indonesia pun dikenal adanya duel sekalipun sangat terbatas, 

terutama di ilingkungan imiliter. Permainan anggar sebagai suatu usaha ibela - idiri, latihan 

menembaki adalah merupakan kegiatan imiliter, yang karenanya dalam hal iterjadi ipertikaian 

dapat terjadi "duel" dengan menggunakan ipedang atau idengan ipistol. Kemudian ipermainan 

anggar dan latihan menembaki bukan imonopoli imiliter lagi. Di lingkungan masyarakat kota 

terutama, dijadikan sebagai icabang iolah iraga. Karenanya tidak aneh apabila di iPasal i101 

KUHPM, perbuatan menentang seorang atasan untuk duel dijadikan sebagai suatu 

kejahatan. 

                                                            
21Ibid, h. 37. 

22 Ibid. h.38 
23Ibid. h.38 



Memperhatikan perkembangan “belai – idiri” dewasa ini yang tidak hanya permainan 

anggar, seperti ipencak isilat dengan/tanpai ipisau, itinju, igulat, ikarate, ijudo, ikungfu 

dengan/tanpa doublesticksi dls. Kiranya mudah dipahami jika “bela – diri” ini dapat dijadikan 

sebagai suatu cara penyelesaian pertikaian i terutama bagi mereka yang masih iberdarah 

muda. Sudah tentu hal ini bukan suatu penyelesaian yang baik. 

Selain dari pada itu semakin pesatnya perkembangan turis dewasa ini, bahkan 

merupakan suatu sumber ipemasukan iuang untuk inegara, maka tidaklah dapat dicegah 

apabila ada orang iBarat ibertikai di iIndonesia ini, yang kemudian dengan cara sndiri 

(eigenrichting) menyelesaikan pertikaiani tersebut seperti di inegara mereka. 

Oleh karena itu, berbeda dengan pendapat bahwa: “Pasal 182 – 186 dipandang tidak 

perlu” (KUHP terjemahan Prof. Moeljatno). Yang didasarkan pada Pasal V Undang – 

Undang No. 1 Tahun 1946 tentang iPeraturan iHukum iPidana, ipenulis masih imemandangnya 

sebagai dibutuhkan yang juga mendasari iPasal iV iUndang – iUndang iNo. i1 iTahun i1946 

tersebut dari ketentuan iPasal Vi tersebut yang digunakan adalah: “peraturan hukum pidana, 

yang … sebagian itidak idapat idijalankan…atau tidak imempunyai iarti ilagi harus 

dianggap…sebagai isementara itidak iberlaku”. 

Pemidanaani bisa diartikan sebagai tahap ipenetapan isanksi dan juga tahap 

pemberian isanksi dalam ihukum ipidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai ipenghukuman. iHukum 

pidanai materili terdiri atas itindak ipidana yang disebut berturut - turut, peraturan 

umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan ipidana yang idiancamkan 

terhadap perbuatan itu. Hukum ipidana iformil mengatur cara ibagaimana acara 

pidana seharusnya dilakukan dan imenentukan itata itertib yang harus idiperhatikan 

pada kesempatan itu. iHukum memiliki ifungsi yang penting dalam ikehidupan 

bermasyarakat isebagai ialat untuk imenciptakan ikeadilan, iketeraturan, iketentraman dan 

ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, 

hukum diarahkan sebagai isarana ikemajuan dan ikesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

atas keinginan dan ikesadaran tiap-tiap iindividu di dalam imasyarakat, dengan maksud agar 

hukum dapat berjalan sebagaimana idicita-citakani oleh imasyarakat itu isendiri, yakni 

menghendaki ikerukunan dan iperdamaian dalam ipergaulan ihidup bersama. Orang yang 

melakukan itindak ipidana akan imempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan 

pidanai apabila ia imempunyai ikesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan iperbuatan dilihat dari segi imasyarakat menunjukan ipandangan inormatif 

mengenai itindak ipidana. 

Di dalam iKitab iUndang – iUndang iHukum iPidana, terdapat tiga buku, yakni iBuku 

Kesatui berisi tentang iKetentuam iUmum, iBuku iKedua berisi tentang iKejahatan, dan iBuku 

Ketiga berisi tentang iPelanggaran. Merujuk pada Buku Kedua yang berisi tentang iKejahatan 



terdapat pula 31 Bab dari Bab I – XXXI dan 381 Pasal Kejahatan dari Pasal 107 - 488 yang 

mana termasuk Bab VI Pasal 182 – 186 tentang Perkelahian Tanding. 

Menurut SR. Sianturi, Duel atau perkelahian tanding atau perkelahian satu lawan 

satu sebagaimana dalam sejarah di Eropa sering terjadi, di dalam kehidupan bangsa 

Indonesia jaman dahulu kala memang tidak pernah terjadi. Namun sejak orang Barat 

menjajah Indonesia maka di Indonesia pun dikenal adanya duel sekalipun sangat terbatas, 

terutama di ilingkungan imiliter. iPermainan anggar sebagai suatu usaha bela - diri, latihan 

menembaki adalah merupakan ikegiatan imiliter, yang karenanya dalam hal terjadi ipertikaian 

dapat terjadi "duel" dengan menggunakan ipedang atau dengan ipistol. Kemudian permainan 

anggar dan latihan imenembak bukan imonopoli imiliter lagi. Di lingkungan masyarakat kota 

terutama, dijadikan sebagai icabang iolah iraga. Karenanya tidak aneh apabila di Pasal 101 

KUHPM, perbuatan imenentang iseorang iatasan untuk iduel dijadikan sebagai suatu 

kejahatan. 

Memperhatikan perkembangan “bela – diri” dewasa ini yang tidak hanya permainan 

anggar, seperti ipencak isilat dengan/tanpa ipisau, itinju, igulat, ikarate, ijudo, ikungfu 

dengan/tanpa doublesticksi dls. Kiranya mudah dipahami jika “bela – diri” ini dapat dijadikan 

sebagai suatu cara penyelesaian pertikaian terutama bagi mereka yang masih berdarah 

muda. Sudah tentu hal ini bukan suatu penyelesaian yang baik. 

Selain dari pada itu semakin pesatnyai perkembangan ituris idewasa ini, bahkan 

merupakan suatu sumber ipemasukan iuang untuk inegara, maka tidaklah dapat idicegah 

apabila ada orang iBarat ibertikai di Indonesia ini, yang kemudian dengan cara sndiri 

(eigenrichting) menyelesaikan ipertikaian tersebut iseperti di inegara mereka. 

Oleh karena itu, berbeda dengan pendapat bahwa: “Pasal182 – 186 dipandang tidak 

perlu” (KUHP terjemahan Prof. Moeljatno). Yang didasarkan pada PasalV Undang – Undang 

No. 1 Tahun 1946 tentang iPeraturan iHukum iPidana, penulis masih memandangnya sebagai 

dibutuhkan yang juga mendasari Pasal V Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tersebut dari 

ketentuan Pasal V tersebut yang digunakan adalah: “peraturan hukum pidana, yang … 

sebagian tidak dapat dijalankan…atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap…sebagai 

sementara tidak berlaku”. 

Pandangan penulis untuk masih memberlakukannya kendati sejauh mungkin 

disesuaikan dengan kebutuhan kita ialah: 

Bahwa di dalam ikehidupan imiliter jika menantang seorang atasan untuk iduel tidak 

dilarang secara ihukum ipidana (yang notabenei tidak dimungkinkan untuk penyelesainnya 

secara hukum disiplin), maka wibawai seseorang iatasan akan ihancur, terlebih jika ia tidak 

mau imenerima itantangan itu.  

 Bahwa apabila ada orang asing melakukan duel di Indonesia, maka yang lebih tepat 

diterapkan adalah iPasal iduel ini, karena isifatnya yang ilebih iringan idibangdingkan dengan 



pembunuhani atau ipengaiayaan. Untuk penerapan Pasal – Pasal duel ini, juga tidaklah harus 

hanya terbatas penggunaan ipistol saja, melainkan juga tanpa “sarung i – itangan” seperti telah 

disinggung di atas. 

Ancaman ipidana untuk ipeduel adalah lebih ringan dibandingkan ipengaiaya atau 

pembunuh. Hal ini mudah dipahami karena kehendak untuk mengainaya/membunuh itu 

ada pada ikedua ibelah ipihak, yang karenanya dapat dipandang saling mengurangkan 

pidana. Bukan saling imeniadakan ikehendak, yang dengan idemikian imengarah menjadi 

tiadai ikesalahan. 

Penempatan Pasal – Pasal duel di BAB VI yang berarti setelah BAB yang mengatur 

tentang ikejahatan terhadap iketertiban iumum, bukan setelah iBAB kejahatan terhadap nyawa 

dalam hal ini ipenganiayaan atau ipembunuhan, imengindikasikan bahwa kejahatan ini 

cenderung bersifat kejahatan terhadap tertiban umum dari pada bersifat kejahatan terhadap 

nyawa. Meskipun Pasal ini telah mengatur ipelaku iduel hingga imerenggut inyawa ilawannya. 

Pasal 182  

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan: 

(1) Barangsiapa menghasut seseorang untuk melakukan penantangan untuk duel, atau 

untuk menerima suatu tantanganm jika kemudian karenanya terjadi duel; 

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan suatu tantangan, jika kemudian terjadi 

duel. 

Apabila si H menghasut si T agar ia menantang si X untuk berkelahi, maka H adalah 

subjek (barangsiapa) dalam rangka penerapan sub ke-1. Jika si T mau dihasut maka biasanya 

ia meminta S untuk menyampaikan tantangan itu kepada X, maka untuk sub ke-2, S adalah 

subjek (barangsiapa). Subjek untuk sub ke-1 adalah sipenghasut itu dan untuk sub ke-2 

adalah sipenyampai tantangan tersebut. 

Untuk sub ke-1, pada tindakan menghasut tersirat kesengajaan, sedangkan pada sub 

ke-1 dengan tegas dicantumkan. 

Dalam sejarah di negara barat, duel ini tidak dipandang bertentangan dengan 

hukum, melainkan suatu penyelesaian pertikaian secara “jantan” dan terhormat. Namun 

dalam perkembangannya tidak dipandang sebagai penyelesaian terpuji, melainkan 

dipandang sebagai cenderung mengganggu ketertiban. Tentunya bagi suatu negara yang 

cenderung menghendaki suatu penyelesaian pertikaian secara musyawarah, maka tindakan 

duel adalah bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut.  

Tindakan menghasut ialah mengutarakan sesuatu kepada subjek sehingga hatinya 

tergerak dan marah, yang karenanya melakukan penantangan kepada seseorang yang 

dimaksud untuk duel; atau karenanya menerima tantangan dari seseorang yang lain. 

Tindakan pada sub ke-2 yaitu menyampaikan tantangan, 



Untuk dapat memidana subjek pada Pasal ini harus terjadi duel, dengan demikian 

merupakan isyarat ipemidanaan. Sedangkan apabila terjadi iduel tersebut maka kepada 

pedueli diterapkan iPasal i184. 

 

Pasal 183 

Diancam dengan pidana penjara maksimum enam bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah, 

barangsiapa merendahkan seseorang atau menjadikannya sebagai ejekan di muka umum atau di 

hadapan pihak ketiga, karena ia tidak mamu melakukan penantangan untuk duel atau karena ia tidak 

mau menerima suatu tantangan. 

Tindakani ini dapat merupakan kelanjutan dari iPasal i182 tersebut, dalam arti si T tidak 

mau diharut oleh H. Namun yang dapat menjadi ipetindak untuk iPasal i183 ini, tidak hanya 

H, Melainkan siapa saja yang:VMerendahkan seseorang atau menjadikannya sebagai ejekan 

di muka umum, karena ia tidak mau…dan seterusnya. 

Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan jika iperendahan atau ipengejekan itu 

dilakukan melalui persi atau iselebaran – iselebaran. Merendahkani seseorang atau 

menjadikannya sebagai ejekan di hadapan pihak ketigam karena…dan seterusnya. 

Perendahani atau pengejekani tersebut dilakukan secara langsung  

 

Pasal 184  

Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian 

tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya; Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 

tahun 4 bulan, barangsiapa melukai tubuh lawannya; Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 

tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya; Barangsiapa yang merampas nyawa lawannya 

diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan 

dengan perjanjian hidup atau mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; Percobaan 

perkelahian tanding tidak dipidana. 

  

Pasal 185 

Barangsiapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka 

diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan: 

1. Jika persyaratan tidak diatur lebih dahulu;  

2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak; 

3. Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan bersalah melakukan perbuata penipuan atau 

yang menyimpang dari persyaratan. 

 

Parai ipeduel adalah subjek dari ikejahatan pada iPasal i184, namun ipertanggungjawaban 

pidanai masing – masing dikaitkan dengan itingkatan itindakannya (yang merupakan 

kehendaknya) dan isifat ipenderitaan dari ipihak ilawannya. 



Dari iPasal i185 dapat ditentukan apakah iduel yang iterjadi atau itindak di iluar iduel. Suatu 

tindakani idipandang sebagai iduel jika: iMengadakan ipersyaratan terlebih dahulu, iDuel itu 

dihadiri oleh parai saksii masing – masing, dan iTidak melakukan itipu idaya iketika iduel. 

 

Pasal 186 

Dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika 

para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tandin; Dengan pidana penjara paling lama 4 

tahun, jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah 

melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan, atau 

membiarkan dilakukan penyimpangan dari syarat-syarat. Ketentuan-ketentuan mengenai 

pembunuhan berencana, pembunuhan, atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam 

perkelahian tanding, dimana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karena dilukai tubuhnya, 

jika ia dengan sengaja dan merugikan pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau 

membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai. 

Dari ketentuan pada ayat (2) dan (3) sebenarnya sudah dapat diketahui bahwa para 

saksii tidak idiancam dengan ipidana apabila mereka melakukan itindakan yang dapat 

disimpulkani dari ikebalikan ayat – ayat (redeneringi ia icontrario). Namun masih dipandang 

perlu mencantumkani keharusan hadirnya ipara isaksi dalam isuatu iduel. Sedangkan 

kehadirani para ahli ikesehatan tentunya dimaksudkan untuk segera mungkin dapat memberi 

pertolongani seusai iduel itu. 

Yang dimaksud dengan isaksi disini bukan isekedar isaksi imata atau yang sekedar 

melihat/menonton para ipeduel iberduel, melainkan mereka itu adalah isekondan yang 

merangkapi sebagai isaksi. 

Akan tetapi jika mereka (para isaksi, ahli ikesehatan) mengetahuii bahwa iduel itu 

tanpa syarat terlebih dahulu, atau mereka menghasut untuk meneruskan duel dalam hal 

terhenti ipelaksanaan iduel, atau bahkan dengan isengaja imelakukan iindakan ipenyesatan atau 

tipu daya untuk ikerugian salah satu ipihak ipeduel, maka kepada mereka juga idipandang 

perlu diancamkan ipidana. 

Tentunya ratio dari Pasal ini adalah agar para saksi itu turut berperan dalam rangka 

“penyelesaiani seecara iterhormat suatu ipertikaian” tersebut, juga digunakan cara – cara yang 

terhormat, jauhi dari itindakan iseseorang ipengecut.  

Di luar itu, terkait yang dikatakan iS.Ri iSianturi, dalam bukunya iTindak iPidana di 

KUHP, iBerikut Uraiannyai (1983: 522-523), imenyebutkan iPasal iduel ini berasal dari 

kehidupan (negara-negara) iBarat. Ia imenulis bahwa dalam isejarahnya di iBarat, iduel tidak 

dipandang ibertentangan dengan ihukum, imelainkan suatu penyelesaian ipertikaian secara 

‘jantan’ dan iterhormat. Pun sama seperti di iIndonesia masih banyak imengganggap 

penyelesaiani pertikaiani secara ‘jantan’ ini perlu dilakukan terutama pada iHukum iAdat di 

daerahi tertentu yang imengacu menjadi icontoh ikasus. 



Pertamaadai penyelesaian iperkara orang – orang iMadura yang biasa disebut iCarok 

yang merupakan tradisii ibertarung yang idisebabkan karena alasan itertentu yang 

berhubungani dengan iharga idiri kemudian diikuti antar ikelompok atau iantar iklan idengan 

menggunakan isenjata (biasanya icelurit).Keduai yang kerap terjadi iperkelahian tanding oleh 

siswa/mahasiswai di dalam iarea isekolah/ ikampus, maupun iwarga di ijalanan, ilapangan, 

tanahi ikosong yang sering imeresahkan iwarga isetempat atau seperti icontoh ikasus 

perkelahiani tandingi atauyang dinamakan dengan istilah Bombomani yang dilakukan oleh 

siswa di Bogori hingga imerenggut inyawa salah isatu ipelaku iperkelahian itanding.  

Namun hal ini memang dalam iperkembangannya itidak idipandang sebagai 

penyelesaian iterpuji, melainkan idipandang icenderung mengganggu iketertiban umum 

karena dianggap melawan hukum seperti yang dikatakan oleh Noyon dan Langemeijer yang 

mendapat isokongan dari iPompe menyatakan imelawan ihukum memiliki arti ibertentangan 

dengan ihukum itertulis (peraturan iperundang-undangani itertulis) dan ihukum itidak itertulis 

(aturan-aturan yang itidak itertulis).24 

Disamping itu, iperkelahian itanding memang perlu diatur guna menjadi iperaturan 

hukum tertulis sebagai ihukum ipositif di iIndonesia. Percobaan dalam itindak ipidana telah 

diatur dalam iPasal i53 ayat i1 iKUHP“Mencobai melakukan ikejahatan idipidana, jika niat untuk itu 

telah ternyata dari adanya permulaani pelaksanaani & tidak selesainya ipelaksanaan itu, bukan semata-

mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”25 

Mengenai percobaan itindak ipidana ini, iR. iSoesilo menjelaskan bahwa iundang-

undang tidak memberikan idefinisi apa yang dimaksud dengan ipercobaan itu, tetapi yang 

diberikani ialah ketentuan mengenai isyarat-syarati supaya ipercobaan pada ikejahatan itu 

dapat idihukum.26 

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata isehari-hari yang idiartikan ipercobaan 

yaitu imenuju ke isuatu hal, akan itetapi tidak isampai pada hal yang idituju itu, atau ihendak 

berbuat isesuatu, sudah idimulai, akan tetapi itidak iselesai. Misalnya ibermaksud imembunuh 

orang, orang yang ihendak idibunuh itidak imati; hendak imencuri ibarang, tetapi tidak sampai 

dapat imengambil barang itu.27 

Apabila orang berniat akan iberbuat ikejahatan dan ia itelah imulai imelakukan 

kejahatannyai itu, akan tetapi karena itimbul rasa imenyesal dalam ihati ia mengurungkan 

perbuatannya, sehingga kejahatani tidak sampai iselesai, maka ia tidak dapat idihukum atas 

percobaani pada ikejahatan itu, oleh karena tidak jadinya ikejahatan itu atas ikemauannya 

sendiri. Jika tidak jadinya selesai ikejahatan itu disebabkan ikarena misalnya ikepergok oleh 
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warga yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu 

terletak di luar kemauannya. 

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa ikejahatan itu 

sudah imulai idilakukan. Artinya orang iharus sudah imulai dengan melakukan iperbuatan 

pelaksanaani pada ikejahatan itu. Kalau belum idimulai atau orang baru imelakukan 

iperbuatani persiapan saja untuk mulai berbuat, ikejahatan itu itidak idapat idihukum. 

Sebagaimana yang telah dikatakan terdahulu, bahwa syarat yang pertama yang harus 

dipenuhi oleh seseorang, agar orang tersebut dapat dihukum karena telah melakukan suatu 

percobaani atau suatu ipoging seperti yang dimaksud di dalam iPasal i53 ayat i1 iKUHP itu, 

maka haruslahi ia mempunyai suatu voornemeni atau suatu maksud untuk melakukan suatu 

kejahatani itertentu. 

Yang menjadi permasalahani ikini adalah, apakah ibenar bahwa ipercobaan iuntuk 

melakukan semua ikejahatan itu dapat idihukum? 

Pembentuk iundang-undangi ternyata telah mengecualikan beberapa itindak ipidana 

yang telah dimasukkannya ke dalam iBuku kedua iKUHP, percobaan untuk melakukan 

tindak-tindak pidana tersebut telah idinyatakan sebagai tidak dapat idihukum. 

Tindak-tindaki ipidana tersebut adalah itindak ipidana iperkelahian antara seseorang 

lawan iseseorang atau itweegevecht, itindak ipidana ipenganiayaan atau imishandeling dan 

tindak pidana ipenganiayaan iringan terhadap ibinatang atau ilichte idieren imishandeling. 

Menurut ketentuan iPasal i184 ayat i5 iKUHP, percobaan melakukan iperkelahian antara 

seseorang lawan iseseorang itu tidak idapat idihukum, dengan alasan ibahwa ipembentuk 

undang-undang ingin imemberi ikesempatan kepada setiap orang yang imengetahui adanya 

maksud imengadakan iperkelahian antara iseseorang ilawan seseorang, untuk sampai saat 

terakhir mau imemberitahukan masalah tersebut ikepada ipolisi, dengan imenganggap tidak 

perlu melakukan ipenuntutan terhadap ipihak-pihaki yang itersangkut di dalamnya apabila 

perkelahiannyai itu sendiri dapat idicegah.28 

Menurut iVan iBemmelen, dengan menentukan bahwa seseorang yang melakukan 

suatu ipercobaan, melakukan suatu ikejahatan itu dapat idihukum, maka sesungguhnya 

pembentuki iundang-undang telah imemperluas ipengertian idader atau ipelaku, oleh karena 

sudahlah jelas bahwa barangsiapa tidak berhasil melakukan suatu perbuatan yang terlarang 

ataupun barangsiapa tidak berhasil menimbulkan suatu akibat yang terlarang seperti yang ia 

kehendaki, maka dengan sendirinya itu berarti bahwa orang tersebut tidak memenuhi semua 

unsur yang terdapat di dalam rumusan delik. 

Pemidanaanterhadap Pelaku Perkelahian Tanding merupakan salah satu 

permasalahan menjadi topik yang menarik untuk dibahas oleh penulis, karena selalu 
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terdapat proi dan kontrai dari kalangan iahli ihukum maupun para imahasiswa yang sedang 

menempuh iilmu ihukum yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan i dapat 

diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melawan aturan 

hukum yang berlaku, dalam hal ini iPerkelahian iTanding dikatakan sebagai ipelawan ihukum 

karena telah dapat dianggap menjadi ikejahatan terhadap iketertiban iumum. 

Terkhusus ipemidanaan ipelaku iperkelahian itanding yang ditinjau dari iPasal i184 ayat 

(1) dan (5) iKUHP. Tentu, pengaturan ini adalah pengaturan yang idiadopsi dari iWetboek 

Vani Straftrechi yang kemudian iditafsirkan/diterjemahkani sendiri oleh iAhli iHukum iPidana 

di Indonesia ini sehingga seringkali terdapat Pasal – Pasal maupun ayat – ayat yang dapat 

bersifat kekaburan inorma, tatkalai sering menjadi bahan ipengkajian.  

Berdasarkan keterangan yang telah diketengahkan, maka imenurut ianalisis ipenulis 

bahwa hal ini imendapati ikekaburan makna tentang “perkelahian tanding itu tidak melukai 

tubuh pihak lawannya”. Pertama, iPasal i184 ayat i1 ini dapat dikaitkan dengan iPasal i182, 

sebagaimana ipemidanaan dengan ancaman ipidana ipenjara paling lama i9 ibulan telah 

berkaitan dengan iPasal sebelumnya yaitu iPasal i182. Dapat diancam dengan penjara i9 ibulan 

yang dimaksudkan adalah telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 182 yang mana 

menantang atau menerima tantangan dapat diancam pidana paling lama 9 bulan.Kedua, 

Pasal 184 ayat 1 ini dapat dikaitkan dengan ayat 5, sebagaimana yang dimaksud perkelahian 

tanding tidak melukai tubuh pihak lawannya ini dianggap perkelahian tanding yang 

merupakan delik percobaan karena menurut ketentuan Pasal 184 ayat 5 KUHP, percobaan 

melakukan perkelahian tanding itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk 

undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya 

maksud mengadakan perkelahian tanding, untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan 

masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan 

terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat 

dicegah,29 dan menurut iPasal i53 ayat i1 iKUHP yang menyebutkan bahwa: “Mencoba 

melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan 

& tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.30 

Bahwa ipercobaan iperkelahian itanding tidak selesainya perbuatan tersebut dengan hal ini 

dapat menghilangkan isanksi ipidana yang terdapat pada iPasal i184 ayat i1 yang karenanya 

percobaani sesuai iPasal i184 ayat i5 tidak dapat idipidanasesuai teori yang telah idibahaskan 

diatas. 

Dengan ipengaturan iperkelahian itanding ini ipelaku dapat dikenakan iancaman ipidana 

penjarai paling lama i9 ibulan, secara ikontradiktif, hal ini guna imenghilangkan ikemerdekaan, 

pranatai inilah yang kemudian menjadikan ihukum ipidana sebagai icabang ihukum yang 
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istimewa dan memiliki kekuatan memaksa yang jauh lebih besar untuk mengontrol perilaku 

dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat. 

Hingga begitu keras dan memaksanya sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana, negara 

tidak dibenarkan untuk menggunakan hukum pidana tanpa rasionalitas yang jelas. Van 

Bemmelen dengan sangat tegas menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana wajib 

dibatasi sedemikian ketatnya dan harus selalu dianggap sebagai sarana terakhir (ultimum 

remedium) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya.31 Untuk 

memperlihatkan betapa pentingnya pembatasan penggunaan hukum pidana tersebut, ia 

mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Moderman, 

pada waktu KUHP Belanda dibicarakan di parlemen:  

“Ancamani ipidana harus tetap merupakan suatu iultimum iremedium. Memang 

terhadap setiap iancaman ipidana ada ikeberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan 

dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana 

akan iditiadakan, tetapi selalu harus imempertimbangkan iuntung dan irugi iancaman ipidana 

itu, dan harus imenjaga jangan isampai iterjadi iobat yang diberikan lebih jahat dari 

penyakit”32 

Dari ipaparan di atas terlihat bahwa ipemidanaan isesuai iPasal i10 iKUHP tidak boleh 

menjadi satu – satunya jawaban untuk menyelesaikan ipermasalahan ihukum yang ada. 

Sebaliknya, ia harus menjadi opsi terakhir untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal 

ini menurut ipenulis ipemidanaan ipelaku iperkelahian itanding yang diancam ipidana ipenjara 

paling i9 ibulan dirasa kurang iberfaedah bagi ipelaku iperkelahian itanding, sebab di samping 

dapat imemperbanyak iovercapacity di dalam ipenjara itu sendiri. karenanya diperlukan 

pidanai ipengawasan (probation) yang pada ihakikatnya sama dengan ilembaga ipidana 

bersyarati dalam iKUHP saat ini, di mana iterpidana ipenjara boleh tidak imenjalankan 

hukumannyai bila memenuhi ipersyaratan tertentu yang idiputus oleh ihakim ipengadilan 

dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi ioleh ipetugas yang iberwenang 

dimaksudkan untuk imemperbaiki iterpidana agar tidak terpengaruh isubkultur ipenjara, 

pidanai ipengawasan / ibersyarat dimaksudkan juga untuk ipencegahan terjadinya ikejahatan 

keduai ikalinya isebagaimana yang telah itermaktub dalam iPasal i14a-fi iKUHP.33 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  
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Hukum iPidana mengatur iTindak iPidana iPerkelahian iTanding yang terdapat dalam 

Buku Kedua – iKejahatan, terkhusus iBab iVI, iPasal i182 – i186 iKUHP. 

Menurut R. Soesilo maka “berkelahii isatu ilawan isatu” itu adalah iperkelahian dua 

orang dengan iteratur, dengan itantangan lebih dahulu, sedangkan itempat, iwaktu, isenjata 

yang dipakai, siapa isaksi-saksinyai ditetapkan pula.Jika isyarat - isyarat tidak iterpenuhi, 

perkelahiani tak imasuk ikualifikasi ‘duel’. 

Sebagaimana telah dibahaskan, iPerkelahian iTanding yang bermula dari ikebiasaan 

orang iBarat guna penyelesaian ipertikaian secara ijantan, dan imenjadi ikebiasaan bahkan 

menjadi tradisi beberapa wilayah di iIndonesia yang disebabkan ipenjajahan oleh iorang iBarat 

kepada Indonesia pun juga ada yang memang tradisi dari adat asli Indonesia sendiri seperti 

misal itradisi iCarok bagi orang iMadura dalam penyelesaian ipertikaian yang disebabkan oleh 

masalahi iharga idiri. 

Ancaman ipidana untuk itindak ipidana iperkelahian itanding adalah lebih ringan 

dibandingkan tindak pidana ipengaiayaan atau ipembunuhan. Sebab secara penempatan 

Pasali – Pasalperkelahian tanding di iBAB iVI yang berarti setelah iBAB yang imengatur 

tentang ikejahatan terhadap iketertiban iumum, bukan setelah iBAB ikejahatan terhadap inyawa 

dalam hal ini ipenganiayaan atau ipembunuhan, imengindikasikan bahwa ikejahatan ini 

cenderungi bersifat ikejahatan terhadap itertiban umum dari pada ibersifat ikejahatan terhadap 

nyawa. Meskipuni iPasal ini telah imengatur ipelaku iperkelahian itanding hingga imerenggut 

nyawa ilawannya. 

Pemidanaan iPerkelahian iTanding ditinjau dari iPasal i184 ayat (1) dan (5) iKUHP, telah 

adanya ancaman ipidana ipenjara paling lama i9 ibulan sebagai ipemidanaan iPasal i184 ayat 1, 

dan tidak dapat idipidana karenanya sebagai ipercobaan itermaktub pada iPasal i184 ayat i5. 

Meskipun iPerkelahian iTanding ini tidak imelukai tubuh ipihak ilawannya, iPasal i184 

ayat i1 diancam ipidana ipenjara paling lama 9 bulan, karena penulis iberanggapan bahwa hal 

ini telah idianggap idelik selesai dari iPasal i182, yang mana menjelaskan itentang ipenghasutan 

atau ipenantangan maupun menerima itantangan untuk terjadinya iperkelahian itanding. Hal 

ini sesuai pada iasas ilegalitas, itiada ipidana tanpa ada ikesalahan. 

Tetapi juga Perkelahian Tanding yang tidak melukai tubuh pihak lawannya, Pasal 

184 ayat 1, tidak menjelaskan bagaimana maksud dari perkelahian tanding yang tidak 

melukai tubuh pihak lawannya, sehingga memungkinkan juga dianggap sebagai percobaan, 

karena perkelahian harus telah dianggap berkelahi yang artinya telah menyentuh tubuh 

pihak lawannya dengan tinju maupun pukulan yang keras. 

Percobaan iPerkelahian iTanding dalam iPasal i184 ayat i5 tidak dapat diancam ipidana 

karena dengan ialasan bahwa ipembentuk undang-undang ingin memberi ikesempatan 

kepada setiap orang yang mengetahui adanya imaksud imengadakan iperkelahian itanding, 



untuk sampaii saat iterakhir mau memberitahukan masalah tersebut ikepada ipolisi, dengan 

menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di 

dalamnya apabila iperkelahiannya itu sendiri idapat idicegah,34 Selain itu, iPemidanaan pada 

Pasali i184 ayat i1 iKUHP, penulis menganggap yang diancam ipidana ipenjara paling i9 ibulan 

dirasa kurang iberfaedah bagi ipelaku iperkelahian itanding, sebab di samping dapat 

memperbanyak iovercapacity di dalam ipenjara itu sendiri. karenanya diperlukan ipidana 

pengawasani (probation) yang pada ihakikatnya sama dengan ilembaga ipidana ibersyarat 

dalam iKUHP saat ini, di mana iterpidana ipenjara boleh tidak menjalankan ihukumannya bila 

memenuhi persyaratan tertentu yang diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat 

yaitu pelaksanaannyai diawasi oleh ipetugas yang iberwenang dimaksudkan untuk 

memperbaikii iterpidana agar tidak terpengaruh isubkultur ipenjara, ipidana ipengawasan / 

bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahani terjadinya ikejahatan ikedua ikalinya 

sebagaimanai yang telah termaktubi dalam Pasal 14a-f KUHP. 

Pengaturan iPerkelahian iTanding di iKUHP terjadi ikekaburan makna, terlebih pada 

Pasali i184 ayat i1, “Perkelahiani iTanding yang tidak imelukai tubuh pihak ilawannya”,Pasal 

maupun aturan dalam hukum di Indonesia tidak menjelaskan makna tersebut. Hal ini harus 

diperjelas oleh Pemerintah maupun iPakar iHukum iPidana iIndonesia guna memperbaiki 

kualitas KUHP yang inantinyaakan menjadi iacuan pada iRKUHP. 
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